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A. Latar Belakang 
Perkawinan bukan perikatan biasa, selain mengandung ibadah, al-Qur’an 
menyebutnya dengan perjanjian yang sangat kuat (mi>s|aqan gali>za), yang 
dilandasi cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) untuk membentuk 
rumah tangga (keluarga) yang tentram dan damai (sakinah).1 Sesuai dengan 
pasal 3 KHI yang berbunyi : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Tujuan 
perkawinan itu sendiri menurut penulis adalah satu untuk selamanya, karena di 
dalam perkawinan itu sendiri terdapat suatu perjanjian yang sakral. 
Pengertian perkawinan itu sendiri menurut Pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi perkawinan bukan hanya suatu ikatan lahir 
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan namun juga ikatan secara 
batin harus terdapat di dalamnya agar di dalamnya tercapai tujuan dari 
perkawinan itu sendiri. Salah satu tujuan perkawinan adalah kekal, kekal disini 
berarti perkawinan itu untuk tujuan selamanya seumur hidup. Dalam hal ini 
perkawinan merupakan akad yang sakral dan kuat, karena disitu akad 
perkawinan bertujuan kekal. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 2 Kompilasi 
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Hukum Islam bahwa perkawinan adalah “akad yang sangat kuat (mi>s|aqan 
gali>za) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan 
ibadah”.2 
Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang 
dibangun dengan susah payah pada akhirnya berakhir dengan perceraian 
karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya. Akibat dari perceraian 
perkawinan itu, berdampak pada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut 
menanggung derita yang berkepanjangan. Dalam hal ini timbul ber-bagai 
masalah hukum dalam penguasaan anak jika telah bercerai, tidak menutup 
kemungkinan dari kedua orang tua anak yang bercerai, misalnya siapa yang 
harus memelihara anak-anak mereka, hak-hak apa saja yang harus diberikan 
oleh orangtua kepada anak-anaknya. 
Seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Pagedongan Kabupaten 
Banjarnegara, setelah terjadi perceraian maka anak yang di lahirkan dari 
perkawinan menjadi terlantar terutama mengenai biaya pemeliharaan anak. 
Berdasarkan data dari lapangan bahwa kesadaran seorang ayah untuk 
membiayai anaknya masih sangat kurang bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini 
penulis katakana karena terdapat 43 kasus ibu yang membiayai anaknya setelah 
bercerai dengan suaminya. 
Dalam istilah Hukum Islam pemeliharaan anak sering disebut h{aḍa>nah. 
Ḥaḍa>nah secara bahasa berarti erat, secara istilah berarti memelihara, 
mengasuh, mendidik anak-anak yang masih kecil untuk menjaga 
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kepentingannya dan melindunginya dari bahaya yang mengancamnya karena 
dia belum bisa berdiri sendiri.
3
 Dalam arti yang lebih lengkap h{aḍa>nah adalah 
pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.
4
 
Ditinjau dari segi kebutuhan anak yang masih kecil dan belum mandiri, 
h{aḍa>nah merupakan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang 
tuanya, karena tanpa h{aḍa>nah akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar 
dan tersia-sia hidupnya.
5
 Jadi pemeliharaan anak bagi kedua orang tua itu 
wajib, ketika orang tua menelantarkan anaknya maka akan berdampak buruk 
pada kehidupan anak. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama 




Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak berbunyi : 
(1) Setiap anak berhak diasuh oleh kedua orangtuanya sendiri, kecuali jika ada 
alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu 
adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan 
terakhir. 
(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud, pada ayat (1), Anak 
tetap berhak : 
a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan  kedua 
Orang Tuanya; 
b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan 
untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan 
kemampuan, bakat, dan minatnya; 
c. Memperoleh pembiayaan hidup oleh kedua orangtuanya; dan 
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d. Memperoleh hak anak lainnya. 
 
Sebagaimana dijelaskan dalam hukum positif diatas bahwasannya ketika 
kedua orangtua berpisah atau bercerai, kedua orangtua tetap berkewajiban 
mengasuh, memelihara dan memberikan biaya hidup untuk anak. Jadi tidak ada 
alasan untuk orang tua yang sudah bercerai untuk tidak membiayai hidup 
anaknya, terutama bagi seorang ayah dari anak tersebut. Mengenai batasan 
biaya yang harus ditanggung atau diwajibkan untuk pemeliharaan anak itu 
sendiri disesuaikan dengan kemampuan ayah. Hal ini tentu tidak memberatkan 
jika ditaati atas dasar kecintaan dan bentuk cinta dari orangtua terhadap 
anaknya, walaupun kedua orangtua sudah bercerai. Jadi anak tidak merasa 
menjadi korban perceraian kedua orangtuanya. 
Dalam kitab-kitab fikih dikatakan bahwa seorang ibu lebih memiliki hak 
dibanding yang lain untuk mengasuh anaknya yang masih kecil jika terjadi 
perceraian.
7
 Dalam hal ini ibu dianggap seseorang yang mempunyai kedekatan 
yang lebih terhadap anak. Kasih sayang dari seorang ibu lebih besar daripada 
ayah, dan ibu memiliki kesabaran dalam membimbing anak. Menurut hukum 
Islam Sendiri, masa pemeliharaan anak sendiri tidak dijelaskan mengenai batas 
umur, akan tetapi sampai anak itu mumayyiz. karena tidak terdapat dalam ayat-
ayat Al-Qur’an dan hadis yang menerangkan dengan tegas tentang masalah 
h{aḍa>nah, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut.8 
Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 butir a yang menjelaskan bahwa 
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“anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadanah dari ibunya, kecuali 
bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan 
oleh:wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;ayah; wanita-wanita 
dalam garis lurus ke atas dari ayah; saudara perempuan dari anak yang 
bersangkutan; wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari 
ayah”. 
Mengenai batas waktu pemeliharaan anak sampai anak benar-benar 
sudah dewasa, mampu mengurus diri sendiri, dan juga sudah mampu 
memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam pasal 98 Kompilasi Hukum Islam ayat 
(1) yang berbunyi “ Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa 
adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental 
atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Ketentuan imperatif dalam 
pasal 98 Kompilasi Hukum Islam tersebut mempunyai keterkaitan dengan 
pasal 105 yang menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka 
pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah 
hak ibunya.
9
 Pemeliharaan anak yang sudah mummayiz diserah kepada anak 
untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 
pemeliharaannya. Adapun biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya.
10
 Hal 
ini sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam: 
Dalam hal terjadinya perceraian : 
 
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 
adalah hak ibu; 
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 
memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; 
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c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 
 
Sesuai dengan pasal 105 diatas jelas apabila terjadi perceraian, 
pemeliharaan anak setelah kedua orang tua bercerai bagi anak yang belum 
mumayyiz dilaksanakan oleh ibunya sedang biaya pemeliharaan anak 
ditanggung oleh ayahnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya pasal 
148, ditentukan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami 
wajib memberikan biaya h{aḍa>nah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 
umur 21 tahun. 
Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam mengenai batas pemeliharaan anak 
setelah terjadi perceraian adalah sampai anak berusia 21 tahun atau sebelum 
anak itu melangsungkan perkawinan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, 
sedangkan menurut Hukum Islam batas pemeliharaan anak hanya sampai pada 
mumayyiz, sedangkan kebanyakan dari anak mumayyiz dimulai dari umur 12 
tahun. Para ulama sepakat bahwa masa hadhanah itu dimulai sejak kelahiran 
anak sampai usia mumayyiz.
11
 Usia Mummayiz dalam pasal 105 Kompilasi 
Hukum Islam adalah dimulai dengan 12 tahun. 
Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak atas pemeliharaan 
anak setelah terjadi perceraian adalah ibu. Sedangkan biaya pemeliharaan anak 
tersebut tetap dibebankan kepada ayah dan disesuaikan dengan kemampuan 
sang ayah. Pada dasarnya perceraian antara suami dan isteri tidak memutuskan 
nasab antara anak dan ayahnya, sehingga biaya hidup anak sampai anak 
tersebut bisa memenuhi kebutuhannya sendiri harus dipenuhi oleh seorang 
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ayah. Namun dalam kenyataannya dimasyarakat sekarang ini sebaliknya yaitu 
istri yang bercerai dengan suaminya menafkahi diri sendiri dan anaknya atau 
menafkahi anaknya sendiri tanpa ada dukungan  dari ayah kandung anak 
tersebut. Berdasarkan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
lebih lanjut tentang pembiayaan pemeliharaan anak yang berjudul “Biaya 
Pemeliharaan Anak oleh Ibu Pasca Perceraian di Kecamatan Pagedongan 
Kabupaten Banjarnegara Perspektif Kompilasi Hukum Islam” 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana biaya pemeliharaan anak oleh ibu pasca perceraian di 
Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara ? 
2. Bagaimana Biaya Pemeliharaan Anak oleh Ibu Pasca Perceraian di 
Kecamatan Padegongan Kabupaten Banjarnegara Perspektif Kompilasi 
Hukum Islam ? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana biaya pemeliharaan anak oleh ibu pasca 
perceraian di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara. 
b. Untuk mengetahui bagaimana biaya pemeliharaan anak oleh Ibu pasca 
perceraian di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara perspektif 








2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
Menambah dan memperkaya wacana bagi peneliti maupun pembaca 
mengenai biaya pemeliharaan anak oleh Ibu pasca perceraian perspektif 
Kompilasi Hukum Islam. 
b. Manfaat Praktis 
Sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat khalayak umum agar 
terhindar dari pelanggaran terhadap hukum setelah terjadi perceraian dalam 
perkawinan. 
D. Telaah Pustaka 
Berdasarkan penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, belum ada yang 
membahas mengenai “Biaya Pemeliharaan Anak oleh Ibu Pasca Perceraian di 
Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara Perspektif Kompilasi Hukum 
Islam”. Akan tetapi penulis menelaah kembali literatur-literatur yang 
mendukung dan berhubungan dengan permasalahan pemeliharaan anak, 
diantaranya sebagai berikut: 
Muchojin, dalam skipsinya yang berjudul “H{aḍa>nah dan Nafkah Anak 
setelah terjadi Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1745/Pdt.G/2011/PA. 
Purbalingga)”.12 Dalam analisis kasusnya ia menjelaskan tentang putusan 
Pengadilan Agama Purbalingga tentang h{aḍa>nah dan nafkah anak. Kelebihan 
skripsi ini telah menganalisis putusan hakim tentang h{aḍa>nah dan nafkah anak. 
Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis yaitu skripsi Muchojin membahas 
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tentang nafkah anak sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Purbalingga 
sedangkan yang penulis tulis adalah biaya pemeliharaan anak yang ditanggung 
oleh ibu. 
Ida Nur Rohmatin, dalam skripsinya yang berjudul “Hak H{aḍa>nah 
terhadap Istri yang Murtad Ditinjau dari Fikih dan Hukum Positif (Studi 
Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 
1516/Pdt.G/2013/PA.Pwt)”.13 Skripsi ini mengkaji tentang konsep dasar 
tentang h{aḍa>nah dalam fikih dan hukum positif, pengertian h{aḍa>nah, konsep 
anak dalam Islam, syarat-syarat hadinah dan hadin, masa h{aḍa>nah, upah 
h{aḍa>nah. Secara sistematis skripsi ini mengkaji putusan hak h{aḍa>nah terhadap 
istri yang murtad di Pengadilan Agama Purwokerto. Kelebihan skripsi ini lebih 
mengerucutkan masalah h{aḍa>nah jika penerima hak h{aḍa>nah itu murtad. Hal 
ini jelas berbeda dengan skripsi yang penulis tulis, yaitu meneliti tentang biaya 
pemeliharaan anak. 
Anggun Retno Wardani, dalam skripsinya yang berjudul “Penetapan Hak 
H{aḍa>nah Anak yang belum Mumayiz kepada Ayah ( Analisis Putusan 
Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt)”.14 Skripsi 
ini membahas tentang analisis putusan Pengadilan Agama Purwokerto tentang 
penetapan hak h{aḍa>nah anak yang belum mumayyiz kepada ayah. Sedangkan 
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skripsi yang penulis tulis membahas tentang biaya pemeliharaan anak setelah 
terjadi perceraian oleh Ibu. 
Buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin di 
dalamnya terdapat pembahasan mengenai dasar hukum h{ad{a>nah, syarat-syarat 
hadanah. Hal tersebut juga dibahas dalam Fiqh Munakahat ll Dilengkapi 
dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kelebihan dari buku ini 
adalah membahas detail tentang dasar hukum dan syarat-syarat h{ad{a>nah, 
sedangkan kekurangannya belum membahas biaya pemeliharaan hadanah 
secara detail. Sehingga berbeda dengan yang penulis tulis mengenai biaya 
pemeliharaan anak pasca perceraian oleh ibu. 
Dari beberapa literatur diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penulis 
benar-benar tidak menemukan pembahasan yang penulis bahas dan dari segi 
tempat juga sudah berbeda, yaitu penulis meneliti biaya pemeliharaan anak 
yang dilkukan oleh ibu pasca perceraian di Kecamatan Pagedongan Kabupaten 
Banjarnegara Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Bagaimana biaya 
pemeliharaan yang di lakukan oleh ibu di Kecamatan Pagedongan  Kabupaten 
Banjarnegara dan Bagaimana keselarasan antara peraturan yang terdapat 
didalam Kompilasi Hukum Islam dengan kenyataan yang terdapat didalam 
masyarakat. 
E. Sistematika Pembahasan 
Bab pertama, pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan 






Bab kedua, berisi tentang landasan teori biaya pemeliharaan anak pasca 
perceraian yang meliputi pengertian anak, pemeliharaan anak pascaperceraian, 
definisi biaya pemeliharaan anak, biaya pemeliharaan anak oleh ibu pasca 
perceraian perspektif kompilasi hukum islam. 
Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yaitu jenis penelitian, sifat 
pendekatan dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi 
dan sampel, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis 
data. 
Bab keempat, berisi tentang biaya pemeliharaan anak oleh ibu di 
Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, yang meliputi gambaran 
umum kecamatan Pagedongan kabupaten Banjarnegara, dan analisa biaya 
pemeliharaan anak oleh ibu di kecamatan Pagedongan kabupaten Banjarnegara 
perspektif Kompilasi Hukum Islam. 






  PENUTUP  
A. Kesimpulan 
Dari penelitian yang dilaksanakan tentang biaya pemeliharaan anak oleh 
ibu pasca perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan 
Pagedongan Kabupaten Banjarnegara dapat disimpulkan bahwa : 
1. Realitas dalam masyarakat mengenai biaya pemeliharaan anak pasca 
perceraian dilakukan oleh ibu tanpa bantuan ayah. Hal ini menimbulkan ibu 
menanggung semua beban biaya pemeliharaan anak. Biaya yang ditanggung 
oleh ibu meliputi biaya untuk pendidikan anak, biaya untuk makan sehari-
hari, biaya untuk tempat tinggal, dan biaya lain yang dianggap perlu. 
Sehingga ibu harus bekerja untuk mencukupi semua biaya pemeliharaan 
anak pasca perceraian. Ibu menanggung biaya pemeliharaan anak pasca 
perceraian karena berbagai sebab, di antaranya tidak adanya kesadaran 
pribadi seorang ayah, suami tidak diketahui keberadaaannya dan akibat 
putusan verstek dalam perceraian sehingga seorang ayah tidak mengetahui 
tuntutan atau penetapan yang di keluarkan pengadilan. 
2. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pemeliharaan anak 
pasca perceraian. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 
berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah 
mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya 
sebagai pemegang pemeliharaannya, sedang biaya pemeliharaan ditanggung 





suaminya yang lepas tanggung jawab untuk memberi biaya pemeliharaan 
anak, sehingga aturan KHI tersebut dapat menjadi dasar oleh ibu untuk 
mengajukan gugatan ke pengadilan.  
B. Saran-saran 
1. Kepada seorang ayah harus mempunyai rasa kasih sayang terhadap anak 
walaupun sudah bercerai dan anak ikut ibu, maka sang ayah hendaknya 
perhatikan ketentuan hukum yang telah ada sehingga ayah tetap 
bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan anak. 
2. Kepada pemerintah untuk menyusun kembali kebijakan-kebijakan didalam 
Kompilasi Hukum Islam tentang biaya pemeliharaan anak supaya hak-hak 
anak tidak terabaikan. 
3. Kepada para pasangan suami istri untuk tidak dengan mudah mengajukan 
perceraian meskipun ada hal yang bisa dijadikan sebuah alasan untuk 
mengajukan gugatan. 
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